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MOTTO

“Barang siapa yang mengambnl tanah seseorang
dengan paksa walaupun sedikit, maka ia
akan dibebani memikul tujuh lapis
bumi pada hani Kiamat” !

' Terjemahan Sholeh Bukhori 2001, hal. 213
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RINGKASAN

Kegiatan dalam pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian
hukum dalam bidang pertanahan khususnya untuk mengetahui letak, luas, pemilik
dan beban apa vang ada di atas tanah tersebut. Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA
dijelaskan bahwa pendaftaran tanah, meliputi:

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut.
¢. Pembernan surat-surat tanda bukti hak vang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat,
Dalam hal in1 penyusun mengkhususkan untuk membahas beberapa

permasalahan tentang prosedur untuk mendapatkan ijin peralihan hak milik atas
tanah pertanian, kendala-kendala yvang dihadapi dalam pemberian ijin peralihan
hak milik atas tanah pertamian dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala kendala tersebut. Sesuai dengan fakta bahwa sebidang tanah pertanian
hak milik dar1 Bapak Sunarto yang luasnya 978 m’ vang terletak di Desa Arjasa,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember yang akan dijual atau dialihkan haknya
kepada Bapak Drs. Agus Sukartono. Setelah kedua belah pihak sepakat dan
menghadap kepada PPAT Yan Yanuana dan melakukan jual beli sesuai dengan
vang telah disepakati, maka Bapak Drs. Agus Sukartono bermaksud untuk
mendaftarkan peralihan hak tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah mengunakan
pendekatan masalah yunidis normatif, menggunakan sumber bahan hukum primer
dan sumber bahan hukum sekunder dan pengumpulan sumber bahan hukum
secara studi kepustakaan dan studi lapangan, menggunakan analisis bahan hukum
berdasarkan deskriptif kualitatif yang non statisttk dan menarik kesimpulan
dengan metode berpikir deduktif.

Hasil dari pembahasan skripsi ini menyatakan bahwa dalm melakukan
pendaftaran hak yang berasal dari peralihan hak milik atas tanah adalah pemohon
mengajukan permohonan ijin peralihan hak disertai dengan surat pernyataan, serta
pemohon mengisi formulir permohonan peralihan hak dan syarat-syarat lainnya.

Tujuan dari adanya 1jin peralthan hak ini adalah agar tidak tercipta lagi petani-

X11


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

petani miskin yang hanya memiliki tanah pertanian vang luasnya kurang dari 2
hektar. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian ijin peralihan hak
in1 adalah kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat dalam Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember serta banyaknya para pemilik tanah yang belum memahami
tata cara dalam mendapatkan ijin peralihan hak. Untuk mengatasi kendala kendala
tersebut maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terus meningkatkan
sumber daya manusia dan melakukan pembenahan sarana dan prasarana yang ada.

Saran yang dapat penyusun berikan adalah, pihak Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember harus melakukan pengawasan secara ketat dalam pemberian
ijin peralihan hak dan hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
memberikan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengingat banyak
pemilik tanah yang kurang memahami mengenai tata cara dan prosedur untuk

memperoleh 1j1n peralihan hak.

Xiii
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang bersifat agraris, dimana
sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, dengan
memanfaatkan tanah pertaniannya. Sebagai negara yang bersifat agraris tentunya
bangsa Indonesia bangga dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berupa tanah
yang sangat subur ini.

Peranan tanah sangat besar bagi kehidupan manusia, tanah dapat digunakan
sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia sebagai
warga negara yakni yang menyangkut kepentingan umum harus terdapat
keseimbangan. Oleh karena itu, jika keseimbangan tersebut tidak dapat dijaga akan
mengakibatkan lahirnya suatu sengketa baik antara pribadi dengan pribadi maupun
pribadi dengan pemerintah dalam hal hak penguasaan tanah (Kartasapoetra, 1991 :
132).

Dimasa seperti sekarang ini tanah merupakan suatu masalah vang harus
ditangani secara serius, bukan hanya kepadatan penduduk saja tetapi juga Indonesia
sudah kekurangan jumlah luas tanah. Selain daripada itu ternyata penyebaran
penduduk di Indonesia juga kurang merata dan pada akhirnya menyebabkan sebagian
besar penduduk hidup dan tinggal berdesak-desakan dan sebagian kecil lainnya
tinggal pada tanah yang luas, sehingga karena luas tanahnya berlebih maka banyak
tanah pertanian yang sampai kini belum didayagunakan.

Sebagian penduduk yang tinggal di daerah yang tingkat kepadatannya tinggi
juga menimbulkan suatu masalah yang baru yaitu pada pendayagunaan tanah dimana
selain terjadi perselisihan antar sesama manusia juga terjadi kerusakan-kerusakan
tanah dan gangguan atas kelestariannya.

Seiring dengan banyaknya permasalahan yang harus diperhatikan dan

diselesaikan tersebut maka secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
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Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang memberi landasan bahwa bumi
dan air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari
ketentuan ini maka sudah jelas bahwa kemakmuran adalah tujuan utama yang akan
dicapai dalam hal pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang ada. Masalah
kemakmuran rakyat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) khususnya masalah pengaturan pendayagunaan tanah.
Pengaturan tersebut terantum dalam Pasal 2 ayat (2) yang berisi tentang:

Negara diberi wewenang untuk:

a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b.  Menetukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

¢.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Pemilikan atas bidang tanah negara kita oleh seorang petani dapat dikatakan

semakin lama semakin kecil schingga terwujudlah petani-petani yang ekonomi
lemah, hal demikian disebabkan karena pemecahan hak kepemilikannya
(Kartasapoetra, 1991 : 68).

Jumlah penduduk yang semakin meningkat secara otomatis akan mengurangi
luas tanah yang pada akhirnya nanti menyebabkan peralihan-peralihan hak atas tanah
pertanian dengan luas yang kecil. Atas dasar itulah pemerintah bermaksud untuk
mengatur tentang batas maksimum pemilikan tanah.

Permasalahan batas minimum pemecahan hak atas tanah pertanian tersebut
telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian yang di dalamnya dapat kita ketahui tentang ketentuan-ketentuan
pemecahan hak atas tanah pertanian. Tanpa adanya pembatasan-pembatasan tersebut

maka dikhawatirkan bukan saja usaha untuk mencapai batas pemilikan tanah
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minimum tidak akan tercapai, tetapi bahkan kita akan tambah menjauh dari tujuan
tersebut.

Fenomena yang terjadi tersebut merupakan salah satu masalah tentang
pertanahan yang sangat perlu untuk ditangani secara konseptual, terpadu, konsisten
dengan mendasarkan pada politik pertanahan yang sudah diatur. Dalam mengatasi
persoalan ini peran pemerintah khususnya bagi Badan Pertanahan Nasional sangatlah
penting dalam proses pemberian ijin peralihan hak milik atas tanah pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji secara
lebih mendalam dan berkeinginan menulis dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN
YURIDIS PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG
MEMERLUKAN [JIN PERALIHAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER™.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya diperlukan suatu bahasan yang tepat
agar tidak kabur baik dari segi materi maupun bahan penunjang lainnya agar dapat
menjadi hasil yang lebih baik, maka penyusun membatasi ruang lingkup
permasalahan pada skripsi ini yaitu dengan judul “TINJAUAN YURIDIS
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MEMERLUKAN
IJIN PERALIHAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
JEMBER™.

1.3 Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
pokok dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
I. Bagaimana prosedur pemberian ijin atas tanah pertanian yang akan dialihkan
haknya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemberian ijin peralihan hak
milik atas tanah pertanian?
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3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam

proses pemberian ijin peralihan hak atas tanah?

1.4 Tujuan Penulisan

Kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan untuk memberikan arahan
dalam melangkah agar sesuai dengan maksud dari dilaksanakannya kegiatan tersebut.
Untuk itu penyusunan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan
tujuan khusus yang akan diuraikan sebagai berikut:
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan yang akan dicapai secara umum pada penyusunan skripsi ini adalah
merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu: Sebagai syarat dan tugas akademis
yang bersifat mutlak guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan khusus
1. Untuk mengetahui prosedur pemberian ijin atas tanah pertanian yang akan
dipecah atau dialihkan haknya:

ro

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemberian ijin
peralihan hak milik atas tanah pertanian;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

proses pemberian ijin peralihan hak atas tanah.

1.5 Metodologi

Penyusunan skripsi ini memerlukan suatu metode penyusunan sebagai unsur
utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang
benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan
penyusunan yang mendekati kebenaran optimal. Metode yang dimaksud penyusun
adalah pendekatan-pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan sumber
bahan hukum, analisa bahan hukum.
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1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah metode yuridis normatif, yaitu membahas aspek-aspek permasalahan dengan
didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan sebagai data yang mempunyai

kekuatan mengikat (Soemitro, 1978 : 97).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua sumber
hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan membaca Peraturan Dasar,

Peraturan Perundang-Undangan, sampai bidang norma hukum yang menjadi dasar

obyek kajian (Soemitro, 1978 : 11). Adapun peraturan perundang-undangan yang

penyusun gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan skripsi ini
adalah:

a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;

¢. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

g. Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP)
Tahun 2004.
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h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP.239/WPT.12/KB.0904/2002 Tentang
Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Jember.

i. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 678.11L.IPH.2006
Tentang ljin Peralihan Hak Milik Nomor 602 Desa/Kel. Arjasa, Kec. Arjasa Atas
Nama Sunarto.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dari hukum primer misalnya
wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana yang berupa
literatur sehingga dapat mendukung dan membantu dalam membahas masalah-

masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini (Soemitro, 1978 : 18),

untuk memperoleh bahan hukum sekunder penyusun melakukan wawancara dengan

Bapak Agus Sri Budianto, S.H. selaku Kasubsi Pendaftaran Hak pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini antara lain:
1. Studi Pustaka

Yaitu mengadakan studi pustaka dengan membaca buku-buku dan surat-surat
edaran atau dokumen dalam perundang-undangan untuk mendapatkan bahan hukum
yang berhubungan dengan penyusunan skripsi.

2. Interview (Wawancara)

Yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari keterangan-keterangan
atau penjelasan secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan
penyusunan skripsi ini, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Bapak
Agus Sri Budianto, S.H. selaku Kasubsi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember. Serta melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait

dengan penyusunan skripsi ini.
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1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dan permasalahan yang dipergunakan dalam
penyusunan skripsi ini akan dibahas dengan menggunakan analisa deskriptif
kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai
permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-
analisa yang diuji dengan norma-norma hukum masyarakat yang akan dibahas. Hasil
analisa tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode
deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat
umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu
pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju
permasalahan yang bersifat khusus, sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu hasil

vang sesuai dengan tujuan dari penyusunan skripsi ini (Soemitro, 1978 : 18).
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
sebidang tanah hak milik nomor 602/Arjasa atas nama Bapak Sunarto yang
mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di Jalan Melati BT.
Pinggir 1 RT. 02, RW. I Kelurahan Bitting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.34.20.02.00136 yang diuraikan
dalam surat ukur tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 00017/Arjasa/2005 dengan luas
978 m’. Beliau berniat menjual tanah tersebut, pembeli dari tanah tersebut adalah
Bapak Drs. Agus Sukartono yang mempunyai pekerjaan sebagai dosen dan bertempat
tinggal di Dusun Mojo RT. 03 RW. IV Desa Bitting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten
Jember.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 Bapak Sunarto selaku pihak penjual
bersama-sama dengan Bapak Drs. Agus Sukartono menghadap ke Yan Yanuaria,
S.H. selaku PPAT yang berkedudukan di Jember untuk membuatkan Akta Jual Beli.
Setelah PPAT mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan memperhatikan
berkas-berkas persyaratan jual beli yaitu sertifikat tanah dan bukti-bukti persetujuan
dari istri pihak penjual maka PPAT membuat Akta Jual Beli dengan Nomor
12/A}s/111/2006. Selanjutnya selaku penerima peralihan hak atas jual beli tanah
tersebut maka Bapak Drs. Agus Sukartono mengajukan Permohonan Peralihan Hak
karena jual beli kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Tanah pertanian yang akan dialihkan haknya mempunyai luas kurang dari
batas minimum luas tanah pertanian yang boleh dialihkan haknya maka Bapak Drs.
Agus Sukartono bermaksud untuk mengajukan Ijin Pemindahan atau Peralihan Hak
Milik Nomor 602 luas 978 m” yang terletak di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa,

Kabupaten Jember.
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Setelah melakukan penilaian maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

memberikan ljin Peralihan Hak Milik dengan Nomor 678.111.IPH.2006. Pemberian
ijin dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember yaitu Ir. Tjahjo Arianto, S.H. M.Hum. dengan memperhatikan aspek-aspek

vang telah dipenuhi oleh pihak pemohon yaitu Bapak Drs. Agus Sukartono yang

antara lain:

1.

L8]

Surat Permohonan Ijin Peralihan Hak dari Bapak Drs. Agus Sukartono tanggal
03 Maret 2006;

Alasan yang diajukan untuk peralihan hak yaitu jual beli;

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 602 Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan
Arjasa, Kabupaten Jember;

Surat pernyataan dari pemohon yang bermaterai cukup tanggal 03 Maret
2006;

Pertimbangan  Aspek  Pengaturan Penguasaan =~ Tanah  Nomor
03/Aspek/111/2006 tanggal 03 Maret 2006 antara lain pemohon memenuhi
syarat untuk diberikan ljin Peralihan Hak.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
Keempat

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria

a. Pasal 7
“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan
pengusaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.
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b. Pasal 17

EA(I)

(2)

3)

4

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum
dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
Penetapan luas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang
singkat.

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan
ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah.

Tercapainya batas minimum dalam ayat 1 pasal ini, yang akan
ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara
berangsur-angsur”.

3. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas

Tanah Pertanian

a. Pasal

8

“Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani
sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar”.
b. Pasal 9

“(1

3)

(4)

Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan,
dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau
berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua
hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau si penjual hanya
memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan
tanah itu dijual sekaligus.

Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya peraturan ini
memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, di
dalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari
antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu atau
memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan
ayat 1.

Jika mereka yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak
melaksanakan  kewajiban  tersebut di  atas, maka dengan
memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau Pejabat yang
ditunjuknya menunjuk salah seorang dari mereka itu, yang
selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun
menjualnya kepada pihak lain.

Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari
dua hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah
a. Pasal 48

“(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang
tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi
beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang
baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang
dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan
surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.

(3) Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan
atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh
persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain
yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.

(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan
ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku™.

b. Pasal 49

“(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang
tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa
bagian yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan
status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk satuan
bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan
sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan peta pendaftaran,
daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah
semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan
tersebut.

(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat
(4)”.

S. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

a. Pasal 98
“(1) Untuk membuat akta pemindahan atau pembebanan hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun dan mendaftarnya tidak
diperlukan ijin pemindahan hak, kecuali dalam hal sebagai berikut :
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a. pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik tas
rumah susun yang didalam sertifikatnya dicantumkan tanda
yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah
tangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang
berwenang;

b. pernmdahan atau pembebanan hak pakai atas tanah negara.

(2) Dalam hal ijin pemmdahan hak diperlukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka ijin tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta
pemindahan atau pembebanan hak yang bersangkutan dibuat.

(3) ljin pemindahan hak yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggap sudah diperoleh untuk pemindahan hak yang
dilakukan dalam rangka pelaksanaan Ijin Lokasi atau pemasaran
hasil pengembangan bidang tanah Hak Guna Bangunan atau hak
pakai induk oleh perusahaan real estat kawasan industri atau
pengembangan lain yang sejenis.

b. Pasal 99
“(1) Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon
penerima hak harus membuat pernyataan yang menyatakan :

a. bahwa yang bersangkutan dengan pemindah hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan
maksimum penguasaan luas tanah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan
sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar maka
tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek land
reform;

d. bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat
hukumnya apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada @ dan
b tidak benar.

(2) PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak maksud dan isi
pernyataan sebagai mana dimaksud pada ayat (1)”.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan
Nasional
7. Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan

(SPOPP) Tahun 2004
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8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP.239/WPT.12/KB.0904/2002
Tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Jember

9. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor
678.111.1IPH.2006 Tentang Ijin Peralihan Hak Milik Nomor 602 Desa/Kel.

Arjasa, Kec. Arjasa Atas Nama Sunarto

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Hak Atas Tanah
a. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah
yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-
peraturan hukum yang lebih tinggi (Harsono, 1999:274).

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hak-hak

atas tanah meliputi:

a. Hak milik;

b. Hak guna usaha;

¢. Hak guna bangunan;
d. Hak pakai;

e. Hak sewa;

f. Hak membuka tanah;
g. Hak memungut hasil hutan.
b. Pengertian Hak Milik Atas Tanah

Menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Milik Atas Tanah
adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah

dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
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Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan pengertian mengenai hak turun temurun
adalah hak milik dapat diturunkan maupun diwariskan dan maksud dari terkuat dan
terpenuh adalah hak milik adalah hak yang dapat dipunyai orang yang terkuat dan
terpenuh daripada hak-hak yang lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang
penetapan luas tanah pertanian diatur mengenai batas maksimal pemilikan atas tanah

pertanian yaitu:

Sawah Tanah kering
No. Daerah-daerah yang:
(hektar) (hektar)
1. | Tidak padat 15 20
2. | Padat
a. Kurang padat 10 12
b. Cukup padat o 9
¢. Sangat padat < 6

¢. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hapusnya Hak Milik Atas Tanah dapat
disebabkan karena:
a) Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena:
1. Pencabutan Hak (Undang-Undahg Nomor 20 Tahun 1961 teritang Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya);
2. Penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya (KEPPRES Nomor 55 Tahun
1993 tentang Pengaduan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum);

3. Ditelantarkan:
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4. Pencabutan hak karena ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960;
5. Orang asing yang memiliki hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 kehilangan kewarganegaraannya (Pasal
21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960).
b) Tanahnya musnah.

2.3.2 Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan vang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama
dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan ini meliputi:
I. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah:
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
4. Pembuatan daftar tanah, dan;
5. Pembuatan surat ukur.
ad. 1 Peta dasar pendaftaran

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan, agar setiap bidang tanah yang di
daftar dijamin letaknya secara pasti.
ad. 2 Penetapan batas bidang-bidang tanah

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah yang akan
dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut
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keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas pada setiap sudut bidang tanah yang

bersangkutan. Dalam penetapan batas diupayakan penataan batas didasarkan pada

kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

ad. 3 Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan

selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.
ad. 4 Pembuatan daftar tanah

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor

pendaftarannya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah.
ad. 5 Pembuatan surat ukur

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang sudah diukur

serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur dengan skala bidang
yang berbeda (Harsono, 1997 : 473).

Pengumpulan dan pengolahan serta pembukuan data yuridisnya terdiri dari:

1. Hak-hak baru;

2. Hak-hak lama.

Ad. 1 Hak-hak baru

Dibuktikan dengan cara:

a. Hak atas tanah baru data yuridisnya dibuktikan dengan cara penetapan
pemberian hak dari pejabat yang berwenang dan akta asli PPAT yang
memuat pemberian hak tersebut;

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan
oleh pejabat yang berwenang;

Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf’

d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak
tanggungan.
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Ad. 2 Hak-Hak Lama

Pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-
hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak-hak
tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pemyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor
Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak
pihak lain yang membebaninya.

Dalam politik hukum agraria kita disebutkan bahwa tentang masalah
pendaftaran tanah harus disesuaikan dengan sistem dan stelsel-stelsel hukum agraria
dari negara-negara yang juga menyelenggarakan pendaftaran tanah. Ada empat
sistem yang dianut dalam pendaftaran tanah yaitu:

1. Sistem pendaftaran hak positif

Pendaftaran hak yang diselenggarakan dengan daftar-daftar umum yang
mempunyai kekuatan bukti. Pengertian positif mencakup ketentuan bahwa apa yang
sudah di daftar itu dijamin sebagai keadaan yang sebenarnya. Pemerintah menjamin
kebenaran data yang didaftarkan dan untuk itu Pemerintah meneliti kebenaran dan
sahnya tiap warkah yang diajukan untuk didaftarkan sebelum hal itu dimasukkan
dalam daftar-daftar.

Sistem positif diselenggarakan di negara yang menganut asas hukum itikad
baik, yaitu asas yang melindungi orang yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu
hak dari orang yang disangkanya sebagai pemegang hak yang sah. Meskipun orang
yang mengalihkan hak itu ternyata bukan orang yang berhak. Seseorang yang
terdaftar sebagai yang berhak atas sebidang tanah, merupakan pemegang hak yang
sah menurut hukum dan tidak bisa diganggu gugat (Ariyanto, 2002 : 10-11).

2. Sistem pendaftaran hak negatif

Pendaftaran hak yang diselenggarakan dengan daftar-daftar umum yang tidak
mempunyai kekuatan bukti. Terdaftarnya seseorang dalam daftar-daftar umum
sebagai pemegang hak belum membuktikan orang itu sebagai pemegang hak. Sistem

negatif diselenggarakan di negara yang menganut asas hukum memo plus yuris, yaitu
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asas yang bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan
orang lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya.

Pendaftaran suatu hak atas nama orang yang tidak berhak tidak dapat
merugikan pemegang hak yang sebenarnya, oleh karena itu terdaftarnya sesorang
dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak belum menjadikan orang itu
sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum (Ariyanto, 2002 : 13).

3. Pendaftaran hak sistem torrens

Sistem torrens ini selain sederhana, efisien dan “murah™ dan selalu dapat
diteliti pada akta pejabatnya siapa-siapa yang bertanda tangan pada akta PPAT-nya
dan demikian pula pada sertifikat hak atas tanahnya, maka jika terjadi mutasi hak,
nama dari pemilik sebelumnya dicoret dengan tinta halus, sehingga masih terbaca.
Pada bagian bawahnya tertulis nama pemilik yang baru disertai alas haknya
(Parlindungan, 1998 : 127).

Ganti rugi terhadap milik sejati adalah melalui dana asuransi, karena untuk
merubah buku tanah tidak diperkenankan kecuali jika sertifikat hak atas tanah itu
diperoleh dengan jalan pemalsuan atau penipuan (Effendi, 1993 : 30-31).

4. Sistem pendaftaran hak di Indonesia

Muntoha, mantan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Departemen Agraria
bahwa “Sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang dianut sekarang ini, sitem negatif
dengan rendens-tendens positif™.

Dengan sistem ini keterangan-keterangan yang ada itu, apabila ternyata tidak
benar, maka dapat diubah dan dibetulkan (Chomzah, 2004 : 16).

Tujuan pendaftaran tanah disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang
pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi misalnya jual
beli, sewa-menyewa, pembebanan hipotik atas tanah yang dijadikan jaminan karena

adanya pemberian kredit maka oleh pembuat UUPA dianggap perlu adanya jaminan

kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria (Gautama, 1997 : 39).
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Adapun tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan;

b2

untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar;

3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi
pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah™.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan,
kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada Pejabat lain,
yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah
kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan
pemetaan fotogrametri (Harsono, 1999 : 485).

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran
tanah untuk pertama kali baik secara sistematik maupun sporadik meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:

I. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b. Pembuktian hak dan pembukuannya;

c. Penerbitan sertifikat;

d. Penyajian data fisik dan data yuridis;

e. Penyimpana daftar umum dan dokumen.
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2. Kegiatan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah meliputi:
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

2.3.3 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembukuan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan™

Sertifikat hasil pendaftaran tanah ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:
b) Sertifikat Hak Atas Tanah;
¢) Sertifikat Hak Atas Satuan Rumah Susun;

d) Sertifikat Wakaf’;
e) Sertifikat Hak Tanggungan;
f) Sertifikat Hak Pengelolaan.

Tujuan dari diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam
buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

2.3.4 Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah adalah beralihnya suatu hak atas tanah dari pemegang
hak atas tanah sebelumnya kepada pemegang yang baru.

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Pewarisan tanpa wasiat

Pewarisan tanpa wasiat ini dapat terjadi jika pemegang hak atas tanah yang

sebelumnya telah meninggal dunia, karena hukum maka secara langsung hak atas
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tanah yang dia miliki akan beralih kepada ahli warisnya. Mengenai siapa saja yang
termasuk dalam ahli waris dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris serta
bagaimana tata cara pembagiannya diatur oleh hukum waris almarhum yang
bersangkutan. Hukum tanah hanya memberikan ketentuan tentang penguasaan tanah
yang berasal dari warisan serta mengenai pemberian tanda bukti pemilikan oleh ahli
waris.

2. Pemindahan hak

Hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak sengaja dialihkan kepada

pihak lain dalam bentuk pemindahan hak. yang antara lain:
a) Jual beli;
b) Tukar-menukar;
c¢) Hibah;
d) Pemberian menurut adat:
e) Pemasukan dalam perusahaan dan
f) Hibah-wasiat atau “legaat”

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan pada waktu pemegang hak
atas tanah tersebut masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak
yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Maksud dari perbuatan itu adalah dengan
dilakukannya perbuatan hukum, atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada
pihak lain. Dalam hibah-wasiat hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada

penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pemberian ljin Atas Tanah Pertanian Yang Akan Dialihkan
Haknya

Manusia dalam kehidupannya memiliki beberapa kebutuhan yang salah
satunya adalah tanah. Tanah digunakan sebagai sarana untuk tempat tinggal maupun
penunjang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Dimana tanah tersebut digunakan
sebagai lahan pertanian. Akan tetapi pada zaman seperti sekarang ini tanah pertanian
merupakan suatu hal yang sangat penting sekali sehingga kebutuhan akan tanah
pertanian menjadi sangat tinggi.

Tetapi kebutuhan akan tanah pertanian tersebut tidak diimbangi dengan
semakin meluasnya jumlah tanah pertanian yang cenderung menimbulkan suatu
masalah yang baru. Masalah baru tersebut adalah semakin banyaknya tanah pertanian
yang dijadikan sebagai tanah kering (tanah perumahan), sehingga dalam mengatasi
permasalahan tersebut diperlukan suatu peraturan agar dalam penggunaan tanah tidak
terjadi suatu penyelewengan pemanfaatan tanah sehingga dapat merusak lingkungan
sekitar.

Di wilayah Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 Kecamatan. 244 Desa /
Kelurahan sedangkan luas wilayahnya sekitar 3.293.40 km’ jumlah bidang tanah
kurang lebih 900.000 bidang dan letak geografisnya adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo;
b. Sebelah selatan Samudera Indonesia:

c. Sebelah barat Kabupaten Lumajang;

d. Sebelah timur Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah pertanian sangat memerlukan ijin
peralihan hak. Tetapi dalam pelaksanaan ijin peralihan hak tersebut harus tetap
berpegang teguh pada tata ruang wilayah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Tanah pertanian yang akan dialihkan

Q
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terlebih dahulu harus dilakukan ijin peralihan hak, hal ini sesuai dengan isi Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 98 dan Pasal 99.

Pemberian ijin peralihan hak milik atas tanah pertanian akan diberikan kepada
pemohon yang betul-betul akan tetap mempergunakan tanahnya sebagai tanah
pertanian. Semakin berkembangnya wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten
Jember banyak tanah-tanah pertanian yang dialihkan fungsinya sebagai tanah kering
(tanah perumahan). Karena alasan-alasan tersebut maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember membuat aturan terhadap tata ruang dan perencanaan wilayah
yang jelas guna mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Jember yang teratur.

Peralihan hak milik atas tanah pertanian diperlukan ijin, hal ini diperlukan
untuk memberikan kesempatan kepada para pemilik tanah pertanian agar tetap
mengusahakan tanahnya sebagai tanah pertanian. Pemberian ijin peralihan hak milik
atas tanah pertanian merupakan bagian dari wewenang Badan Pertanahan Nasional
khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Kewenangan pemberian ijin
peralihan hak tersebut merupakan kewenangan yang bersifat atribusi karena dalam
pemberian ijin peralihan hak tersebut didasarkan pada undang-undang formal.

Prosedur pemberian ijin peralihan hak tersebut di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember dalam pelaksanaannya bersama-sama pada waktu pemilik tanah
baru mendaftarkan status haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Tujuan
utama yang akan dicapai dalam pemberian ijin hak milik atas tanah pertaﬁian adalah
agar tidak tercipta petani-petani miskin yang mana petani tersebut hanya mengerjakan
lahan pertaniannya dengan luas yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah
ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pemberian ijin peralihan hak milik atas tanah pertanian khususnya di Desa
Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember yang diajukan oleh Saudara Drs. Agus
Sukartono yang beralamat di Dusun Mojo RT. 03 RW. IV Desa Biting Kecamatan

Q
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Arjasa Kabupaten Jember dan telah diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 602

diberikan ijin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dikarenakan Saudara

Drs. Agus Sukartono telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Standar

Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) Tahun 2004.

persyaratan-persyaratan tersebut antara lain:

a. Surat permohonan dari pemilik tanah yang baru, diajukan/didaftarkan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember. Isi dari surat permohonan tersebut adalah
pemohon mengisi formulir pengajuan peralihan hak yang telah tersedia di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember. Pengajuan permohonan peralihan hak didasarkan
pada akta jual beli dengan nomor 12/Ajs/111/2006.

b.  Pemohon melampirkan identitas yang berupa:

l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

2. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga:

3. Fotocopy Akta Nikah (bagi yang telah menikah);

4. Bukti penguasaan / pemilikan tanah (sertifikat hak milik atas tanah);

5. Fotocopy kelunasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir;

6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon penerima hak yang mana isinya
adalah :

a. Bahwa penerima hak dengan peralihan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa penerima hak dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

¢. Bahwa penerima hak menyadari bahwa pernyataannya bahwa dengan
peralihan hak tersebut dia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang
melebihi ketentuan maksimum dan pemegang hak atas tanah absentee
(guntai) tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut

menjadi obyek landreform.
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d. Bahwa penerima hak bersedia menanggung  semua akibat hukumnya
apabila pernyataannya dengan peralihan hak tersebut dia tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum dan
pemegang hak atas tanah absentee ( guntai) tidak benar.

Apabila semua persyaratan sudah lengkap untuk selanjutnya diajukan kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui Loket I, yaitu loket penelitian berkas
dan informasi lalu diajukan lagi pada Loket 2 vyaitu penerimaan berkas dan
memasukkan data permohonan serta membayar biaya yang sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Setelah dirasakan
lengkap maka pemohon memasukkan berkasnya ke loket terakhir yaitu Loket 3.
Kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan diadakan:

I. " peninjauan lapangan:;
2. pengukuran terhadap tanah yang dimaksud;
3. pembuatan berita acara riwayat tanah yang diumumkan selama 60 hari.

Setelah ketiga hal tersebut dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku,
maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan memberikan 1jin peralihan
hak terhadap tanah yang dimohon oleh Saudara Drs. Agus Sukartono berdasarkan
penelitian data fisik dan data yuridis oleh Panitia A. Saudara Drs. Agus Sukartono
mendapatkan ijin peralihan hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal
10 Maret 2006 Nomor 678.111.IPH.2006 yang telah mendapatkan pertimbangan aspek
pengaturan penguasaan tanah nomor 03/Aspek/I11/2006. Berdasarkan hal tersebut di
atas maka saudara Sunarto diberikan jjin untuk melakukan peralihan haknya kepada
Saudara Drs. Agus Sukartono seluas 978 m? yang diuraikan di dalam Sertifikat Hak
Milik Nomor 602 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

[jin peralihan hak milik atas tanah pertanian tidak akan diberikan apabila
calon penerima hak ternyata terbukti:

a. calon penerima hak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan

maksimal.
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b. calon penerima hak menjadi pemegang hak atas tanah yang absentee (guntai).
¢. apabila tanah pertanian yang dialihkan haknya tidak difungsikan lagi sebagai
tanah pertanian.

Adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya peralihan hak milik
atas tanah pertanian sangat perlu kiranya untuk mendapatkan perhatian yang lebih
serius. Karena begitu kompleksnya kebutuhan hidup. terkadang para petani dengan
sangat mudahnya mengalihkan hak milik atas tanah pertaniannya. Tetapi terkadang
peralihan hak milik atas tanah pertanian tersebut justru kurang memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara lengkap mengenai tata
cara peralihan hak milik atas tanah pertanian.

Dilakukannya peralihan hak milik atas tanah pertanian oleh para petani
mengakibatkan semakin bertambahnya permasalahan-permasalahan yang baru.
Karena selain kebutuhan akan sejumlah uang para petani tersebut tidak serta merta
melepaskan semua hak milik atas tanah pertanian yang mereka miliki dengan begitu
saja, tetapi mereka juga masih ingin melanjutkan profesinya sebagai petani. Inilah
yang menyebabkan beberapa tanah pertanian khususnya di Kabupaten Jember
luasnya semakin lama semakin berkurang. Petani yang memiliki tanah pertanian yang
jumlah luasnya kurang dari 2 hektar hanya menjual sebagian atau sebagian kecil luas
tanah pertaniannya.

Penerima dari peralihan hak milik atas tanah tersebut pada akhirnya hanya
akan mampu mengelola dan memanfaatkan tanah pertanian yang diperolehnya dari
peralihan tersebut. Dengan segala keterbatasannya pada akhirnya menyebabkan para
penerima hak yang baru kurang serius dalam mengerjakan lahan pertaniannya karena
hasil yang diperolehnya dari lahan pertanian tidak cukup atau kurang dapat
mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus
Sri Budianto, S.H. (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember) pada tanggal 5 September 2006 ada beberapa alasan peralihan hak milik atas
tanah pertanian dalam luas yang kecil di Kabupaten Jember yaitu:
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Kebutuhan akan sejumlah uang yang hanya dapat dicukupi dengan cara menjual
sebagian dari tanah pertanian yang dimiliki oleh para petani;

Keterampilan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Kabupaten Jember hanya
bercocok tanam atau bertani sehingga mereka enggan untuk menjual semua tanah
pertanian yang dimiliki karena mereka tidak mampu untuk berealih profesi.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka perlu kiranya untuk diatur lebih

tegas lagi mengenai tata peralihan hak milik atas tanah pertanian. Sebab apabila

peralihan hak milik atas tanah pertanian dengan luas yang kecil terus dibiarkan maka

secara otomatis akan menyebabkan produksi pangan dalam negeri menurun. Menurut

Bapak Agus Sri Budianto, S.H. (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember) “Sudah saatnya kita harus mempertegas lagi masalah

pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian ini, karena selama ini dinilai terlalu

mudah bagi seorang pemilik tanah untuk mendapatkan ijin peralihan hak sehingga

menyebabkan semakin maraknya peralihan hak milik atas tanah pertanian dengan

luas yang kecil”. Beliau juga mengutarakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan

adanya ijin peralihan hak milik atas tanah adalah sebagai berikut:

a.

Dengan adanya ijin peralihan hak milik atas tanah pertanian diharapkan dapat
menghambat adanya pengaplingan tanah pertanian dimana pengaplingan tanah
pertanian ini biasanya bertujuan untuk membangun perumahan. Pembangungan
perumahan ini nantinya akan berdampak pada pengeringan tanah dan
menyebabkan semakin berkurangnya luas tanah pertanian. Pengeringan tanah
juga secara tidak langsung akan memicu semakin bertambahnya jumlah
pengangguran, karena para petani yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri.
Karena biasanya mereka menggantungkan mata pencaharian dengan menggarap
lahan pertanian orang lain. Namun mereka sudah tidak dapat lagi mencukupi
kebutuhan hidupnya karena luas tanah pertanian yang semakin berkurang, terlebih

lagi apabila petani tersebut hanya memiliki keterampilan bertani;
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b. Dengan adanya ijin peralihan hak ini maka diharapkan dapat mengontrol produksi
pangan dalam negeri, khususnya Propinsi Jawa Timur yang selama ini dikenal
sebagai lumbung padi Indonesia;

¢. Mempersempit gerak para petani untuk melakukan peralihan hak milik atas tanah
pertanian, karena dalam melakukan peralihan hak harus terlebih dahulu
melakukan permohonan ijin peralihan hak dan para pemilik hak cenderung tidak
mengetahui prosedurnya;

d. Untuk memberikan rasa tenang kepada para petani karena dengan diperolehnya
ijin peralihan hak dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa tanah yang mereka
miliki adalah benar-benar tanah yang peruntukannya adalah sebagai tanah
pertanian bukan untuk tanah perumahan. Jadi apabila pada akhirnya nanti ada
investor yang menginginkan tanah pertanian tersebut untuk dijadikan perumahan

maka pihak kantor pertanahan tidak akan memberikan ijin.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Ijin Peralihan Hak
Milik Atas Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugasnya juga
mengalami beberapa kendala dan kesulitan baik dari dalam maupun dari luar. Adapun
kendala-kendala tersebut menurut Bapak Agus Sri Budianto, S.H. (Kepala Sub Seksi
Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember) adalah sebagai berikut:
a. Kendala yang berasal dari dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah:

I. Belum memadainya sarana dan prasarana yang terdapat dalam Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember sehingga dalam pemberian ijin peralihan hak
banyak mengalami kesulitan terutama dalam melakukan pemeriksaan alas hak
pada tanah yang akan dialihkan haknya;

2. Kurangnya sumberdaya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
sehingga banyak karyawan dan karyawati belum atau tidak memahami benar
tentang pertanahan, khususnya dalam pemberian ijin peralihan hak kecuali

pada bidang yang mereka jalani sehari-hari:

q
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Karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Juga kurang melakukan sosialisasi tentang pertanahan kepada masyarakat.

b. Kendala yang berasal dari luar Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah:

K

rJ
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Para pemilik tanah banyak yang tidak mengerti atau tidak paham mengenai
peraturan dan prosedur dalam melakukan peralihan hak milik atas tanah
pertanian. Hal ini disebabkan karena rata-rata pemilik tanah adalah
merupakan warga desa yang kurang memiliki pengetahuan tentang
pertanahan;

Para pemilik tanah yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan
uang secara mendesak mau tidak mau harus menjual tanah pertaniannya
sedangkan mereka juga tidak ingin kehilangan mata pencahariannya sebagai
petani sehingga mereka hanya menjual sebagian dari tanah pertaniannya;
Karena tanah pertanian yang mereka miliki sempit schingga tidak mencukupi
kebutuhan hidupnya, maka pemilik tanah memilih beralih profesi;

Para pemilik tanah mempunyai anggapan bahwasanya dalam memperoleh ijin
peralihan hak terlalu berbelit-belit dan mahal hal ini disebabkan karena
pemilik tanah kurang memahami tentang alur persyaratan yang harus mereka
penuhi untuk mendapatkan ijin peralihan hak dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Pemberian Ijin
Peralihan Hak Atas Tanah

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut maka Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember berusaha untuk mengatasi dengan melakukan beberapa upaya

yang antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berupaya untuk melakukan penyuluhan

langsung kepada masyarakat dengan cara mendatangi seluruh desa atau kelurahan

4
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di Kabupaten Jember yang pada pelaksanaanya dilakukan bersama-sama dengan
instansi terkait misalnya dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan lain
sebagainya. Penyuluhan tersebut menginformasikan tentang prosedur atau tata
cara dalam memperoleh ijin peralihan hak;

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menyebarkan informasi melalui media
komunikasi misalnya media cetak dan media elektronik. Penyebaran informasi
tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan memahami
tentang prosedur dan semua mengenai ijin peralihan hak atas tanah;

Pemerintahan Daerah memberikan kursus-kursus kepada instansi terkait, antara
lain karyawan dan karyawati Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan aparatur
desa untuk peningkatan sumber daya manusia agar dalam pelaksanaan pemberian
ijin peralihan hak atas tanah mereka sudah siap melayani;

Penyebaran informasi mengenai peralihan hak atas tanah yang memerlukan ijin
peralihan hak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember kepada Kepala Desa /
Camat serta aparaturnya pada saat rapat koordinasi di Kantor Pemerintahan

Daerah.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab

[T, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1.

Prosedur pemberian ijin peralihan hak milik atas tanah pertanian di Desa Arjasa
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah pemohon pada pemilik tanah yang
baru, mengajukan surat permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Surat Permohonan dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
dan pemilik tanah yang masih berlaku, fotocopy Kartu Susunan Keluarga,
fotocopy Akta Nikah (bagi yang telah menikah), bukti penguasaan / pemilikan
tanah (sertifikat hak milik atas tanah), fotocopy kelunasan Pajak Bumi dan
Bangunan untuk tahun terakhir, surat pernyataan dari calon pemilik tanah yang
bermaterai cukup sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan
Pelayanan Pertanahan Tahun 2004.

Kendala yang dihadapi dalam proses pemberian ijin peralihan hak atas tanah
antara lain: kendala yang berasal dari dalam Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember serta kendala yang berasal dari luar Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
melakukan penyebaran informasi melalui media komunikasi misalnya media
cetak dan media elektronik dan pemberian kursus-kursus kepada instansi terkait,
antara lain karyawan dan karyawati Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan

aparatur desa.
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4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan

tinjauan yuridis peralihan hak atas tanah pertanian yang memerlukan ijin peralihan

hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

£

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember seharusnya lebih cermat lagi dalam
pemberian ijin peralihan hak, hal ini disebabkan karena adanya suatu ijin
peralihan hak terhadap suatu pertanian yang Kkurang tepat pemberiannya
contohnya saja seperti kasus yang telah diuraikan dalam fakta skripsi ini dimana
tanah pertanian yang dialihkan haknya diberikan kepada Saudara Drs. Agus
Sukartono yang berprofesi sebagai dosen. Tentunya beliau tidak akan serius
dalam mengerjakan dan memanfaatkan tanah pertaniannya sehingga
dimungkinkan hak pemilikan atas tanah tersebut akan beliau alihkan lagi pada
pihak lain, atau mungkin saja akan dijadikan tanah kering atau tanah perumahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih sering lagi
melakukan penyuluhan dan memberikan informasi atas prosedur pengajuan
permohonan peralihan hak schingga dapat menghilangkan anggapan masyarakat
bahwa prosedur pengajuan permohonan ijin peralihan hak prosesnya berbelit-belit
dan mahal. Untuk masyarakat diharapkan juga turut berperan dalam mencari

informasi tentang prosedur permohonan ijin peralihan hak.
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Perihal : Ijin Penelitian

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
di —
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Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan

kepada Saudara seorang mahasiswa
Nama ' SUHARDIYANTO
NIM ;010710101168
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KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
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dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

~_Lembantu Dekan |,
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. Hak MilikAtak Con Hﬂ::lm!Huk[dum Bangunan/Hol, P ikl &ocememmmesemsssanances

Nomor atas sebidaag tanah sebagaimang

€02 / 1 1 NBA e g e
divraikan dalan Surat U kuu/(-mnlnuL,mm‘ﬂ tanggal "7 Oktobor 2005

NOMOr 00017 /4 -+ inan/20075¢ Vi 978 — 1’ gombilan ratus
meter persegi ) dengan

tujuh pulubh dciapan —— -
Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( N.B )

C Hak Milik/ak-ona-Usahabaki Gl ng aRAIERI ki 1---eooeeoaeseeees -
atas sebagian tanah  Hak ; R/

1 .

Mkt Pakai Nomor ¢ dengan

: it o, e ey g2
yaitu seluas kut It 40 yr..z'.._ M™ ( ompat TAtUS ———————

— ,.#\ : ‘..nmlt%fflﬁcbl ). dengan batas-bilas | <e-s=eeeeemces snmmnen-

acheols ' : ‘:‘fr tenal H., 1AM § ——————e

ccbolARUP RS 1 tansh H. 1MiM

s:cbclnh% tan 3 tannh SUNARTO }

scbelal Barnt 1 sojalur tanah ncgara «.1 jalan dai. —==——

—— = . omber k> Bondowoso j - -

sebagaimana diuraikar, dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. ----esse-= ansmsaranane-
b " GorCtnn'. . Hak-Mitik-atas-ssbidangtanahraesmssssrososessmsmmoocoooos comms sonananonases i

Persil Nomoi Blok Kohir Nomeor /.. ‘
L) &
LUl A :

seluas kurang lebih ;
o #

mcter persegi ), ldygan"' Diatias-hatas « vemrmmesmsmnea wememeens

Nkter Puistd s Halaman 3 duri 7
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Chagainana Qi kan e petatenygal  — — i
Nomor e - - yrieg dHlamipickan i akie ind. —sss-ssaisess
berdasarkansalat-adat Bukih Derapi ¢ -=- cmmemmememe et oo e RIS
8 J ¢ Miliik tex ta.
ortiriknt Iiak Milik tcrscbut di atas e
— _'——'—_.—.—-
el et
e
e
b .—-ﬁ;i:.-_.‘ SIS e
. Hak Milik Atas Setuan Rumith SUSUR § c--eeeee moamme i iceacimcansa s nan s sae
INOMOE e e O A D s
terletak di s s S S
Propinsi
' \ Jawn Timnr -
Kabupiten /4 =
I [H Jember v
Kecamuata )
it L 3 AI‘JF\EA] b < NS R

(Jum/Ww»

Julan

selanjutnya semua yang  diuraikan di atas dalam akte sme disebut "Obyek Jual

Behil, —cemra08 e a0 . J

Frhak Pertama dan Prhal Kedua menerangl an baliwi @ --=—- - ceeegmacseseses semsssenenn I

a. Jual beli i ditakuban dengan hapa 3 -
; Rp-fo Om.wo ). S —
- ’

- ( serulub jutn rupinh ) s e e -

; - : '
b.  Pihak Pertwmi mengaku relah mencrima sepenuhnys uang tersebut dl atus

dari Pihak kedua dan untuk penerimaan vang tersebat akta ini berlaki

pulit sebagai tanda penerimaan yang saht ( KVIINST ). === w=-cemesmmasamcsnscscs casaves

-
i
i
4 |
MR il Hutmat) 4 duif
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toh

TGN i @ KOG deyin yagap-syaea} sehagii MGRKI Apr=mmssesee S

--------------------- T L o | R st emmaes cemmmmmameees
Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi
milik Pihak Kedua dan Karenanya segala Keuntunaan yuang didapat  dari,
dan seeala  serugian/beban - atas obyek jual beli tersebut  di atas menjadi

hak/beban Pilich wedua, - oommeme B e

Pasil 2 =-mmmesmesmemmoe s B

Pihak Pertama menjanin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tiduk
tersangkut dilarn suatu sengketi, bebas dari sitaan, tiduk terikut sebagai
jaminun untub sesuatuubing yiang tidak tercatal da'am sertipiknt, dan

hebas dart beban beban Bunnyi yaig burupa AN, ssere-e—mesromeasneEE i

noommmresmmmanans Pdg.u@

g ; 35T,
Mengenat jua® belimi telah dlpcr:l&‘.h‘}fz,ul '
I A :

™ Loy ¥

— v - - - -

IO ——

- Pasal 4 soc-epmmasanesonm=rsaasiuaneASEnEEE B
menyatakan - bahwie - dengan jual - beli i
tidak  melebihn Ketentuan matksimum  penjuisian

Letentuan perundang-undangin yang serlaku sebagnimana

e Pitnitk B cnnrisemcmultar=is e monanostenaias e
Dalam ha! terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obycl Caal beli
dalam ukta i dengan hasil pengukuran oleh fustansi Badan Pertanahan
Nasional. mawna para pihak akuan menerima hasil pengukuran instansi
Badun  Pertanahan  Nasional tersebut  dengan  ticak memperhitungkan

Lombali harea jual beli dan tidak akan saline mengadakan gngatan.

e B PR = ’ilﬁﬂ] , == e e e e e o o A I S PR RS R

6
‘adin helnh nihal teloh sopnkat tidak agin manggnnsgu'guknt -
oleh knrcnn kedua belah ~ihnk tclnh monge trhui dengan pnsti -
tontang hitae=batas atare vannl yang telas dibeli oleh Pihnk -

i 4ot ..ut dl n tn;_) ,  meememe s e b e ——— UL ket

DT

Halain $ dari 7
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———— . Pasnl T

Pinak Pertampn menjamin bahwa apna yang diperjial belil n ———e
menurut akta ini benar-benar rililinya send.ri dan tidnk ada-
pihak lain ynag turut berhak diantasnya,,schingsa Tihak Kodua
dapat pempergunakan dengan bebas balk ackararg maupun

dikemudian Lari. --—— - e o
L i LT St BRI gl T o PR TSR T SRRSO S
(=)

Kedua belah pihak dalam hal i dengan segala akibainya memilih tempat
kediaman hukum vang umum dan ucak berubah pada Kantor Panitern

Pengadilan Negen g4

Gl JORDCL s e e msaw o

Pasal o
re
Biaya pembuatan akta ini, uang sakgd

dibayar aleh

% ]
RIANQ. Y e

Akt mrva-hadir—jugn- dh

e

.A’.:_/.,.-:'.-_ e

yang menérangkan telah mengetahui apa yung diuraikan di  atas  dan

Fodpi-beh-da i Akl mmane smmme o e e aeee .-

Vé ceratnn.

Demukianlah akta ini dibaot dihadapan para pithak dan @ ------ e emmmeane e

C“mu.;.m uJJ. \J -‘ l'u\l‘ ‘UILJ.(} 1t Il'i I{U""P”"“ ¥ E?tr:ﬂnﬂ ﬂtommi b d

keduanyn Laryawan .c¢jabat .oabunl Aktn Tanab dan tTortompat =—ewwee

tinggal 41 Jombor, sres smemcimme e e - r— e -
z “’_-_,._-—'—'
"\
6
VKt Jaard Bel

HNalaman 6 dari ?
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PONGLA S AL 20

buktt Kebenvnran pernyataan yang dikemukazan olel ™ihak Pertama don Pihak

P o HAR poete i dibacakan oselo edjelaskan, maka  sebagai

Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Keawa, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
ashic vanu | Csatu rangkap dembar - pertama disimpan di kantor saya, dan 1

Csatu ) rangkap lembar kedua disanrpaikan kepada K xpala Kantor Pcl’l.llltlhup

Kabupaten/ketd j gmber ek e
untuk Keperluan pendaftaran peralihan hok akibat jual beli dalam akta ini, === «-=eeeeees
-
Pihick Pertan, Pihak Kedua

RARTONL.

...... o N DAY
Suksi Saksi
‘/‘
M A it
1\ I‘ni 3 L \' P
‘I‘I\\_&/k,. «/—\ / g{m
\ } U [
QoY MUSYAROFAH, ADILIA VAKNT RONITANATT, ST,
abat Pembuat Akta Tanah
1
w5
) 3.He g
2
Halaman 7 dari 7
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YIH. KEFPALA KANTOR PERKIANALAN 1] .
KALUFPATEN JI'MBER D) ‘
! DI JEMBER No. 40249
== ———
honan :
O Pemecvahan [J] Pemecahan dan Balik Nama
O Roya duan Pemecuhan 00 Roya rlan Pemecahai. dan Bali'* Nama
JOE & e ———————
mohon Kuasa :
Nama : T aa end D Sl ong Tgl Lahir e T T T ) brensrsteesne
Kewarganegaraan , pekerjaan - * Cnd N, Po TN Umur SO T T T o
Alamat : I L i G Telp. e
megang Hak / Penerima liak
Nama : Bu~rto Tal. Lahir R
Kewarganegaraan , pelierjaan y o Ind noednyoHEEET Umur I O
Alamat ] Doy~ Axjran Telp. AR P T
tak Tanah ;
Jalan / Dusun }
Desa / Kelurahan ke i ‘
Kecama“an : e TR, ( Kota/Luar Kota ) *)
adaan Tanah
Kepadatan Detail . Pedat / Sedang / Jarang / Kosong
Kemiringan Tanah . Berat / Sedang / Datar , N
Jarak ke Jalan Raya ' &, :
adaan Tanah Harga Tanah utas Dasm;.z;jﬂ& e, B %
Bukti Hak Pl LD Transaksi : RR?.‘?’.‘;"%*%"': (O _,_f*-ﬁf,xlz" “
Luas L pme Sl DGR R ¥y ‘“MargaDasar : Rp.......
— s () ’ \?;_:L . " 4 el
nggunaan Tanahnya
terangan lain-lain G
PERHITUNGAN BIAY@C S, i~ Wafyy| SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN | PARAF
raturan Pemerintah No. 46/2093 ‘ / N surat Pernyataan (Model F)
Pendft. Prﬁama Rpy  oiaieneriiy gy - B NATY o Surat Keterangan Waris i | I e
‘ ' . Swat Keterangan Persetujuan Ahll Warls —
Warisan M—Rp' """"" AR Sural Kematlan 2 : ct—
Perallhan Hak Rp. oot KT (O Akta Perallhan Hak .......coovenmminmm st i
SKPT / Salinan BDi o l ‘E‘"?J‘I\TLt/Htl MO. Gossrinsiins sesnees raens
iy P amat/Notarls ....coiviiiiiininen PP
ick e ; .| Pernyataan tanah-tanah yang dipungnl AT
Raya / Hapus Rp. oo cnnnvnnees Pemohon nan Keluarqa (PMDN Sk. 59/DDA/ '
Pencatatan BPe: oxesoratinssnns noraiasassntysssnnnsss : 1970" s
HBK Tﬂng;ungan RP- '-w ?{‘g):‘l(le/HOB/Hg'l]/'”P/HPL Hak ................‘...-.-.- G —
Pengukuran RP. el inasitsrssnesinns s e rieadl _ Permohonan Penganlar Roya
Sertipikat-Gredit Verband / Hipotlek e =
AL BBy q/ Foto Copy KIP Penjual/Pembel LT
. ’ N Foto KSHK Pembell”
JEMDBEr, BGL. ruisirumtscsbersssisipansacncucis Lamurnigits j Foto Jopy.SPPRerbar s/ - . v S
Bendaharawiin [ihusus, rajalfPe a‘git_én(i SV 7.5-"}",5‘. S o
Pnl.]ﬂk : an’ Y)’"- il Uw"h!:‘*‘ A {‘ ————
Kewrrganegaraan / Gantl Nama —
16.| Sural Kuasa
i A0 -
AR R, .o 1 17 7 ) VIDL 301 NO. @ .ovvi i IR | | » K-
— e —
e B02 MO. 3 suvisersiossosrsssmresinsiasssssassaissssions 2 VI| DL 303 NOw & oo crnnssssssssssgptssiitils. @01 seansesss
m—— R L
lo 305 ND. HERRR e e R PR TR R EYES SRR 20 ....... n Ber‘iedlydlukur pada lﬁl‘lggal ----- R L LU LR L LR LA A
- r: —_—— 4 e : e
Diterima tgl ..o //52 ..................... / Jember, tgl eereneene i BRI uthreihee
A.n. KEPALA KANTQR PERTANAHA Yang akan mengalihkan Hak/Kuasanya,

TEN JEMBER l “ 4
7 N\ g
A \W n
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HKADAN PERTANAHAN NASIONAL

KJUW#UK ‘FKQMUMA¢UUN KJN&U&UU#&#J LIV B I
s ; - K.H 5idik No. 55, JEMBE
u JELP. 4885313 JEMRER

SURAT PERINTAH SETOR

Nomor Bervas Permohonan : i72)/2006

esual dengan permchonan Saudara

Nama Per ohon « Dolltoraadus AGUS SUKARTPCHNO
Alamat !
Atas Nama ;
1Ka kRepada Saudara ¢himi o ta untuk Seqera membayar biay o pekerjadn dengan perincian sbb
No. Uraian b J'elf]u:/h
e — - e T — —E e

1 Fiaya Pelayanan femoliharaan Dara Pend., Tanah 1 25,000, -

2 Biaya Permohonin Peralihan Hak Karena Juhkﬁﬁem** :ﬁ' _ s 25,000, -

3 Biaya Transport (Faniti. A dan ’etuq35 “ﬁ”' -Ei Wik 1 15,000, -

O W
g Biaya Penqukuran untuk Pomacahiq! {Qna §;*3 2l 236.000, -
k
5 Biaya Permohonan Denwecahan Sew Ufna , 4 50,000, -
ﬁﬁﬁ“,‘” @f ;
; Tf LI¥ ﬂ‘ X lumlah -4 : 351.000, -
rbllang o Tiga Rails ;Iuﬁk;ln Bupreah s
Nemikian untuk oilaks .J.L.n.;}ﬁﬁy ' Bt e % s
JEMBEK, 1/ Maret 2006
Lotigas Loket
AL
{ ENDRO CATUR UTOMO )
150000178 i
atan : Selambat-lambatnya psmbayaran dilakukan 1 minggn sejak Surat Perintah Setor ini
diterbitkan
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Sulaniat lamatry daln gkl weks 14 | syt butas | hak sajak i :i ; T
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PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)

YUN YANUARIA, SH

DAERAH KERJA : KABUPATEN JEMBER
SK. No. 49-X1-1992 Tgl. 25 September 1002
Jalan A. Yani 9 Telp. (0331) 484416 - 425251 Jumber

Nomor : (ot - WA S BT Jember, 11 Yarct 2006,

Lampiran : 1 ( asnt beras Ak
Perihal : "PENGIRIMAN BERKAS.

Kepada
Yth. Kepala Badan Peirtinahan
Kabupaten Jember
di
JEMBER

Disampaikan dengan hormat Akta :
tertanggal ... Lofisk, L0
atas nama : ;
berikut Sertipikat '

terletak di Prog.;n‘._a._‘j_‘.

% ”
Kabupaten i Jember
Kecamatun & ﬁ ' 1 Arpnea,

i
Kelurahan / Desa © Arjasn,

Atas kerjusama baik saudara, kami mengucapkan terima xasih.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
! « 't .A
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PEJABAT PEMBUAT ~AKTA T: JAH
{(P.P.A.T)

YUN YANUARIA, sH

DAERAH KERJA | KABUPATEN JEMBER
SK. No. 49-X1-1992 Tgl. 25 September 162
lalan A. Yani 9 Telp. (0331) 484416 - 425251 Jemn ho d

SURAT KUASA

ang bertanda tangan di bawah ini :

ama Y Dre. ATIS GHENTRON0.
mur I 0T
kerjaan : ., s £
omor KTP : ’ b I 2B0FB00 .
lamat v Ddesun Vego RPL0R KA IV desa Dating, ltcosmiban Argnasn, kel Jenbom,
emberi kuasa kepada :
anma ;. QOWIM MUSYAROFAH "f’;‘“f
-kerjaan Karyawan PPAT YUN YANUARIA, SH @, * "%,
lamat ¢ Jalan AL Yani 9 Jlember fy W, Q‘." !
--------------------------------------------------- KHUSUS, %
engajukan permohonan dan Sckaligus pcngam@la%&ﬂlb;kﬁi
tara lain : o w, Ww G
. Pengukuran g‘@$ W 81%

a2 ndaitax an Hak Tangg,un;_rm

. Konversi/ Pendaftaran Hak v w 4
. Pendaftaran Hak Milik 3g ﬁ& t‘,& b - Roya atas Hak Tanggungan

‘Q-}'n?% 11, Penerbitan Sertipikat Pengzanti 3
&y 12. Surat Keterangan Pendafiaran Tanah

. Pendaftaran Peralihan

. Pendaftaran Pemindahan g ._: 13. Pengeacekan Sertipikat

- Pendaftaran Perubahan Hak 14. Pencaldtinl .. ocoreivnis.on ST AR SN 4y -

as bidang tanah hak / tanah negara ; ...........cccoees oivivvnerisinecssesesnens
Tl i . WO\ b i T T e LR i e ot
Desa? Keluraha@e S oot drane . | e ey S5 SR e ol B ot
BSCRTEN. GOr AR . U, M AR e o TR R e iar
ssabupaien Kotenialya,. . S3IE . £ Ve B et R e o ot e S
Nomor Hak BLTEe 00 i R N I

ng selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,
mikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunckan seperlunya.
Jember, >

enerima Kuasa. / |‘ Pemberi Kuasa,

POWIM MUSYAROFAH Drs. ACJ3 SUKARDTONO.
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SURAT SETURAN
BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN 3ANGUN
(SS B}

AN

Untuk ‘Wajlb Pajak
sebagal bukti

BERFUNGS| SEUBAGA bLH\AF PEMBERITAHUAN ODYEK I'A
PAJAK Uil'\ll DAN BANGUNAN (5POP PUU)

TEMEN KEUANGAN 11
[ORAT JUNDRAL PAJAK l

114

pembhayaran

.. — e

JR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN =L e

cbih dahuly

;ELT_J Jodh <k J ol

engisian pada haiin e

o [2[-]. ]

R STH MY \lj'\l

ATIAN : Bacalah petunjuk

Naina Wajib Fajar

S

2]

i o
Alamat Wajib Pajak = -vuun o o el " D i
Keluruhar/Desa TR R 3 4 RTIW _'_J'_SI_/_]_ e S Kc_cyli}_!&'_” AP INEN -
Kabupaten/Kola Fembecr, e L aadl 7. Kade I'os r I]:l
| 2k Pa MY 1 | = < | B s n ..‘... Wy
womor ek peiak tomyae < [T]6] [Dla] 1iTel o [Blols] Maed Lialale) 19
etk fanah dan atsy banguhan et Tare ) 111 b Tl . L
KeluhawDesa . avgngn o - . 4 RTIRW ﬁ’i ; . SEan —_
Kecamalan @ Aroyien b Kabup&u’ %as\ P Lok
i = il T
nghilungan NJOP PBE .\wf;.iif"" ti%&‘r‘ :
: l Luas E i g ]
Uraian ‘ (Dustluas tonah gan alug bangunan yang LUAS X NJOP PBB/J”'
hakaya thyeraieh) “
Tanah (bun) T 1 il \"1;1 y )
{ R P e e ! 1 wght §
anguinan i i 4"‘1\'|‘ -
L~ far i) -l | e Y \wingha
‘f;{ Dy 4000000 ()
) TR a
£, R, T e ——-@4’"“ 2
5. Jenis perolehan hak ata lanah dan baggunan ll-‘,; | Saam - i
. Nomor Serifikat © _{nj Mililr &1 i = N
- — - - — e e e S e -
=NGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan peaghiti i waijib pajak) Rulam Rupiih
- - — - o — ——— - ——————————————————. . - l,.. i a g r— . —r
|ia| Perolchan Objek Pajak (NPOP) b
|la| Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (r POM R b
lai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 }
20 Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lerulai.y alp
4 = 2 — i
engenaan 50% karena waris / hibah wasial / pemberian h hak k pe: ch‘lolaan ] s s
Y W . SR £ o —
e~ © yolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang !arus diba.af 0L o
- PP . S & fl‘ir“‘_ —=
smilah setoran berdasara Untuk dctorsan ke rekening Kas Negiaritgg BPHTBMAR: [0 1] 51 1

Penglitungan Wajil Pajuk

_.:] .
"] b STB/SKBKB/KBKBT *)

j ¢ Pengurangan dinilung sendin karena
BK

engan angka

DITL A QLM
AT D1 “WIAYALIAN NPLTA

YU AAL A

W Il

WA B PAJAK / PENYE TOR
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BADAN PERTATAHAN NASIONAL

IAL\‘ : &
{aann) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
"&,ﬁ%* T Sidig No, 35 JEMBER Teln. (0331) 484644
jember, ((7 -~ 03 - 2006

( 78 KEPA DA
mor : </C I IPH.2006 Y:h. DRS AGUS SUKARTONO
rihal  :  Ijin Peralihan Hak Milik Nomor 602 RT 03 RW IV Deua Biting Kec.Arjasa

Desa/Kel. Arjasa , Kec. Arjase alas Jember

nama SUNARTO. Di JEMBER

Memperhatikan :

1. Permohonan DRS. AGUS SUKARTONGC tanggal. 03-03-2206 (citerima Tgl.03-03-2006) ya
bermaksud untuk mengajut..n [jin Pemindahan Hak atas tinah HHax Millk Nomor 602, Luas 2

M2 terletak di Desa / Kel /\- asa, Kec.Arasa, kabupatan Jember.

2. Alasan vang diajukan un.uk peralihan hak : Jual beli ~Hivah—Frukar—Meireiar—inbr <
‘Waris f~Akta-Pembagian-Hast Bersania——tohe-

3. Foto copy Sertipikat Hak Milin Nomor 602 Desa / Kel. Aljclbé) , Kecamatan Arjasa Kabup: t
Jember.

4, Surat pernyataan dari pemonon yang berme gd! 03-03-2006

5. Pertimbangan Aspek Pengaturan :
Tanggal.03-03-2006 antara lain ;‘nﬁfq

mor 03/ Aspek / UI [/ 2
untuk diberikan Ijin Perallhan Hak.

',“Aw.'-
2 |Jt,asu}<apudd DRS.AGUS SUKARTONO diberikan I71
-akw Nomer 602, Luas : 978 M2 terletak di Desa / Kel. Arjus

Berdasarkan h
untuk melakukan Q@i
Kec.Arjasa '

.';__‘.,.. \:‘;,' i ¥ i-j g
1. Jika terny\gempet§ENgary, af?>'|’l”|\’iilélcl!] yang diberilkan oler yang bersangkutan tidak benar dun
atau ; m

2. Jika tanah teM@but dialinkan dan ternyatu dengan pemindahan hak tersebut calon penerima N
menjadi pemegang hak alas tanah yang melebihi ketentuan maksimum pengu..Jdn tanah ate
pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan perundangan yur
berlaku.

Maka nemberian ijirn i batal dengan sendirinya dan status hak atas tanah-n
menjadi tanah yang dikuasal langsung oleh Negara dengan tidak mengurangl kemungking
tuntutan pidana terhadap pemohon.

KEPALA KANTOR PERYANAHAN
it d 'BQPATEN wgm

o
[
o
-
=]
H
N
-
Lod

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
2. Sdr. PPAT Yang bersangkutan
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Desa / Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten JEMBE!

—

MODEL : F
NO "f .,\ oy "'

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tinmgan dibawah i

N am
Alamalt
Pekerjaan

Identitas

Selaku pemohon penguku,

Jalan/Blok

Desa/Kelurahan
Kecamataa

Kabupaten/Kodya : ....... :

Seluas AN

Menyatakan bahwa

2.

L

dan telah mcrllpc‘rolch&erh

3 (LT e i

.................
—-—..-.---. voml o o

....................................................................

«n dan pemilik tanah yany terletak di

...................................

- : L
o T T
R Vgl

¥, “l,\

& N

Atas bidang tanah tuschut f.p.lﬁﬁ ..,an,{ fanda-tanda hatasnya sebanyak ,%1..buah
H{paﬂ dari pemilik tanah yang berbatasan.
Tanda-tanda b: 'tas té&‘se‘ﬁm darf’Beton / Bes / Kayu. :

Atas bidang tanah t.ansébut\r ampat saat i tdale dijadikan jamian hutang atau
diperjualbelikan dan tidgk Jdalam keadaon senpketa.

Demikian Pernyataan ini dibual antuk keperluan permohonan pengukuran sepada
- Kantor Pertanahan Kabupaten Jomber.

A

JetaboraTaleT. ... a'-}."
Yang Membuat Pernyataan

( .............................. qu-.u.--.--uunun)
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